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Ada sekitar 10 undang-undang yang
harus digabungkan menjadi satu

di RUU tentang Kesehatan yang

tengah digodok pemerintah dan DPR.
Masukan banyak pthak harus didengar

dan diakomodasi.
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ADAN Legislatif

DPR mengingatkan

balwa penyusunan

RUT tentang Kese-

hatan yang mengarah pada

model omaibug law mem-

butuhkan kerfa sama dan

masukan dari semua pihak,

mulai lembaga pemerintah

hingza organisas profesi

agar hasilnya bisa dimanfaat
kan i masyarakat.

Walkil Ketua Baleg DPR

Willy Aditya juga mengung-

kapkan saat ini masih di-

jumpai masalah ego sekloral
dalam proses penyusunan
omnibus law hidang kese-
hatan tersebut, *Ketika me
rencanakan RUT (Kesehatan)
ini, diharapkan bisa padu
dan menemukan kecorokan
dengan undang-undang eksjs-
ling agar Baleg mendapatkan
potnnya. Kira kira twjuan
utamanya apa dan apa pula
yang menjadi perstnggungan
dari profesi lain” kata Willy
dlatam RDP denganorganisasi
profesi kesehatan di Gedung
TIFR, Jakarra, kemarin,

(leh karena ifu, Baleg DPR
ahan selalu mengundang or

oral Warnal
U Kesehatan

-

panisasi-prolesi kesehatan
unik menguritan persoa
lan yang ada di tiap prolesi
supava bisa diverndukkan da
lam RUU Omnibus Law Kese-
hatam,

Pada kesempatan (erse-
hut, Kema Tmium Persatuan
Ahli Tarmasi Indonesia Budi
Djanu Purwants menfelaskan
saal ini-keprofesian farmasi
terdapat permasalaban ter
#ail dengan nomenklatur,

Keputusan Kepala BPPSDM
Kemenkes, kurikolum inti
pendidiken diploma 3 analis
farmasi dan makanan berge-
lar ahli madya analis farmasi
dan makanan. “Sedangkan
keputusan Dirjen Pembela
iaran dan Kemahasiswaan
Remendikbud Ristek adalab
ahli madya kesehatan,” jelas
Budi.

“Kami juga mengusulkan
agar nomenklatr standar pe-
layanan profesi diubah men-
jadi standar prakuk profes:

agar kami kefarmasian bisa
feneangkup di iga poin ing
safa, yakni slandar produksi
dengan carapembuatan yang
baik," tandasnya.

Sementara ity Kewa Baleg
DIFR Supratman Ani Agias
meminta smnibis law Cipta
Kerja, yakni UL Nomor 11
Tahun 2020 wentang Cipta
Kerja dibedakan dengan
RUT Resehatan yang masth
digodak.

“Kalau di RUU Omnidics

Law Kesehatan ini, legislatif

akam mennlal sestia tu proses
yang haru hahwa semua
[T induk yang akan rerkair
dengan RUU Kesehatan se-
muanya akan dicabut dan
disusun menjadi saty kesa-
T, ufarnya,
Direncanakan UU Omnibus
Law Kesehatan akan me
lehurkan sekiranya § sampai
1010, antara lain UT tentang
Kebidanan, Ul Keperawatan,
UU tentang Prakiik Kedokler

an, dan lainnya. Untuk diketa-
b, RUU Kesehatan merupa
kan usulan baru dalam RUU
Perubahan Prolegnas 2022
yang lelah disetujui pada
rapat kerja antara pemerin
tan, Raleg [IPR, dan DP.

Dipisah

Persatuan Perawat Nasio-
nal Indonesia (FPPNI) dan
Lkatan Bidon Indonesta (181
meminta UL Nomor 38 Tahun
2014 tentang Keperawatan
dan UU Nomor 4 Tahun 2019
tentang Kebidanan tidak dile
nur dalam RUTT Kesehatan.

Ketua IRE dr Emi Nurjasmi
mengalakan dalam 11 No
4 Tahun 2019 telah diatur
secara komprehensif terkait
dengan profest bidag, mula
pendidikan, registrasi dan
izin prakeik, hak dan ke
wajihan, organisazi profesi,
pendayagunaan, hingga pem
hinaan serta pengawasan.

Padda kesempatan it Ketua
Umum PPNI Haril Fadhillah
mempertanyakan reneand
peleburan UU Nomar 38 Ta-
fiun 2014 tentang Kepera
walan dalam RUU Omnibus
Leew Kesehatan, Menurumya,
selama ini tidak ada masalah
dalam praktik keperawatan
dan didukung aburan lurunan
yang lengkap. (L1-1)
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